
WALIKOTA DENPASAR 
PROVINSI BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN, DAN BANTUAN SOSIAL 

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH 
MASYARAKAT SERTA FASILITAS UMUM KORBAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial 
Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah 
Masyarakat serta Fasilitas Umum Karban Bencana, sudah 
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat 
ini, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan 
Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana 
Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum 
Korban Bencana; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang 
Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6397); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana 
dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta 
Fasilitas Umum Korban Bencana (Berita Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2021 Nomor 39); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG 
PE DOMAN PEMBERIAN SANTUNAN, DAN BANTU AN SOSIAL 
PERBAIKAN SARAN A DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, 
RUMAH MASYARAKAT SERTA FASILITAS UMUM KORBAN 
BENCANA. 

Pasal I 

Ketentuan angka 3 huruf a Pasal 14 dalam Peraturan Walikota 
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, 
dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana 
Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum 
Korban Bencana, diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 14 

Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan 
rumah masyarakat, dan fasilitas umum sebagai berikut: 
a. perbaikan rumah masyarakat meliputi: 

1. perbaikan/ rehabilitasi ringan paling sedikit 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), paling banyak 
Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu 
rupiah); 

2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling sedikit 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), paling banyak 
Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus 
ribu rupiah); atau 

3. perbaikan/rehabilitasi berat paling sedikit 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), paling banyak 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); 

b. fasilitas umum meliputi: 
1. perbaikan/ rehabilitasi ringan paling sedikit 

Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), paling banyak 
Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus 
ribu rupiah); 

2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling sedikit 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), paling 
banyak Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta 
sembilan ratus ribu rupiah); atau 

3. perbaikan/rehabilitasi berat paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling banyak 
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 16 Februari 2023 

i WALIKOTA DENPASARt 

R GUSTI NGURAH JAYA NEGARA t 
Diundan kan di Den asar 
pada 3 
SE WI+upNPASAR, 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 5 


